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Perjalanan Evolusi Administrasi Pajak di Dunia

• Administrasi perpajakan yang 
berpandangan tentang 
bagaimana sistem perpajakan 
seharusnya beroperasi.

• Administrasi pajak ini berbasis 
kertas dan tertutup dengan 
fungsi tradisional. 

• Administrasi berbasis 
elektronik yang sebagian besar 
fungsinya didigitalisasi.

• Pada dasarnya prosesnya 
sama dengan Tax 
Administration 1.0, tetapi lebih 
cepat dan efisien.

• Integrasi system perpajakan 
dengan taxpayers’ natural systems 
menjadi inti Tax Administration 3.0.

• Mengubah paradigma administrasi 
yang menjadikan wajib pajak (WP) 
dan sistem administrasi perpajakan 
saling terhubung.

• Administrasi perpajakan menjadi 
lebih resilient & agile, menjadi 
sesuatu yang “just happens”.

Tax Administration 2.0 Tax Administration 3.0Tax Administration 1.0

Sumber: OECD (2020) & ADB (2022)



Keterbatasan Tax Administration 2.0

Terdapat celah bagi WP untuk 
patuh atau tidak patuh dalam 
melaksanakan kewajiban 
perpajakan

1

3

4

2 WP perlu mengalokasikan biaya 
tambahan untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakan

Sifat ‘hilir’ menimbulkan 
ketidakpastian dan berdampak 
pada perencanaan keuangan 
hingga biaya pemeriksaan

Perbedaan sistem lembaga 
pemerintah mempersulit 
proses berbagi data atau 
penggunaan proses yang sama

Keterbatasan 
Tax Administration 

2.0

Memerlukan biaya dan 
usaha yang besar

Perhitungan hingga 
pemeriksaan pajak 

dilakukan di akhir (hilir)

Pajak menjadi kegiatan 
yang berdiri sendiri

Bergantung pada 
kepatuhan sukarela

1 2

3 4

Diperlukannya Tax Administration 3.0

Sumber: OECD (2020)
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Dampak Pengurangan Beban Administrasi Pajak terhadap

Peningkatan Aktivitas Usaha

Beban Administrasi

Aktivitas Usaha

Keterbatasan Tax Administration 2.0 (Continued)

Diperlukannya Tax Administration 3.0

Sumber: Braunerhjelm, Eklund, & Thulin (2019)

Penelitian yang dilakukan Braunerhjelm et al. (2019) menemukan bahwa pengurangan beban administrasi 
perpajakan sebesar 10% dapat meningkatkan total aktivitas kewirausahaan hingga sekitar 3,9%.

• Menerjemahkan data transaksi bisnis ke dalam 
semantik pelaporan yang diperlukan oleh 
administrasi perpajakan

• Menerapkan dan memperbarui sistem 
pelaporan data termasuk antarmuka digital 
dengan sistem manajemen bisnis. 

• Menerapkan proses organisasi untuk menjamin 
kualitas dan persyaratan waktu skema 
pelaporan

Sumber: OECD (2020)

Sebagian besar biaya administrasi pajak 
berkaitan dengan pengumpulan dan 
pelaporan data



Elemen Inti Tax Administration 3.0

Introduction

• Situation: Digitalisasi masyarakat menimbulkan peluang dan 
tantangan bagi administrasi pajak

• Complication: Administrasi pajak yang ada saat ini belum dapat 
menjawab peluang dan tantangan digitalisasi yang ada

• Question: Mengapa Tax Administration 3.0 diperlukan?

Answer

• Tax Administration 3.0 diperlukan untuk dapat menjawab peluang dan 
tantangan dari masyarakat yang semakin digital

• Tax Administration 3.0 diperlukan untuk mengkoreksi berbagai keterbatasan 
yang dimiliki oleh Tax Administration 2.0

• Di bawah ini merupakan elemen inti dari Tax Administration 3.0 yang dapat 
menjelaskan mengapa administrasi pajak ini diperlukan

The nature of the changes occurring around us through the increasing digitalisation of the economy and of 
society in general allow, and indeed call for, a different model of tax administration (OECD, 2020).

Kombinasi ini akan mendukung 
kepatuhan wajib pajak dalam 

mengurangi jumlah area di mana 
kepatuhan masih menjadi pilihan

WP dapat memeriksa pajak yang 
telah ditetapkan. Akan jelas aturan 
mana yang diterapkan pada data 

tertentu.

Perpajakan semakin banyak 
digabungkan dengan layanan dan 
fungsi pemerintah lainnya, serta 

sektor swasta.

Membayar pajak akan menjadi 
pengalaman yang lebih lancar dan 
terintegrasi ke dalam kehidupan 

sehari-hari dan bisnis.

Otoritas pajak tidak lagi menjadi 
satu-satunya pusat pengolahan 

data dan penilaian pajak. 

Agar tetap sinkron dengan 
kehidupan sehari-hari dan transaksi 

proses administrasi perpajakan
akan semakin real-time

Tertanam dalam taxpayers’ 
natural system

Bagian dari “system of 
system” yang tangguh

Menyediakan kepastian pajak 
secara real-time

Sentuhan manusia-organisasi 
adaptif berteknologi tinggi

Transparan dan dapat 
dipercaya

Terintegrasi dengan 
keseluruhan pemerintahan

Elemen Inti Tax Administration 3.0

Sumber: OECD (2020)

Diperlukannya Tax Administration 3.0



Risiko dan Mitigasi Digitalisasi Administrasi Pajak

Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (1)

Tingkat Adopsi e-filing dan Mekanisme 
Pengumpulan Data

Pertukaran Data

Manajemen Perubahan dan Proses Enabling Keterlibatan Sumber Daya Manusia

Kurangnya Strategi Digital yang Menyeluruh

• Inisiatif transformasi terkadang tidak dilaksanakan dengan 
menyeluruh. 

• Hal tersebut berimplikasi pada sistem yang menjadi tidak 
saling terhubung.

• Tanpa proses manajemen perubahan yang tepat, 
transformasi digital tidak akan mendapat dukungan 
penuh dari internal.

• Inisiatif transformasi yang sukses harus dilaksanakan 
dengan SDM, model operasi, kemampuan, dan desain 
yang inovatif dan berkelanjutan.

• Di Asia dan Pasifik, beberapa yurisdiksi menghadapi 
tingkat adopsi e-filing  relatif rendah. Padahal data 
tersebut diperlukan dalam transformasi digital.

• Kendala yang dihadapi otoritas pajak terkait 
pertukaran data adalah kerahasiaan data dan 
peraturan perlindungan data.

Transformasi fundamental pasti melibatkan risiko. Perencanaan yang cermat, visi yang jelas, 
dan implementasi yang efektif sangatlah penting.

Sumber: ADB (2022)
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Identifikasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak (2)

Legacy systems

Kompleksitas

Keterbatasan 
digitalisasi

Keamanan dan 
kerahasiaan

Mission creepEksklusi Digital

Basis legislatif

Biaya

Future proofing

Risiko Politik

Risiko 
Digitalisasi 

Administrasi 
Pajak 

Berikut juga terdapat 
beberapa masalah dan 
risiko paling umum 
dalam digitalisasi, 
seperti yang dicatat 
oleh dunia usaha, 
penasihat pajak, dan 
administrator pajak 
dari 12 negara.

Intensitas risiko yang 
dihadapi setiap 
administrasi 
perpajakan akan 
berbeda-beda.

Dengan 
mempertimbangkan 
masing-masing risiko 
berikut dan 
merencanakan terlebih 
dahulu akan membantu 
mengurangi risiko 
tersebut.

Sumber: ICAEW (2019)

Risiko dan Mitigasi Digitalisasi Administrasi Pajak



Mitigasi Risiko Digitalisasi Administrasi Pajak
Salah satu pendekatan untuk memitigasi risiko digitalisasi administrasi pajak adalah dengan mempertimbangkan seven 
synapsis of digitalization, yang semuanya perlu berkomunikasi satu sama lain untuk memfasilitasi transformasi pada risiko 
yang optimal.

Keterlibatan awal para pemangku 
kepentingan adalah kunci untuk 
memastikan dukungan selama 
proyek berlangsung.

4

Keterampilan TI, statistik, analitis, 
dan domain pajak diekspektasikan 
menjadi keahlian administrasi 
perpajakan di masa depan.

5

Memanfaatkan berbagai pemangku 
kepentingan hingga vendor perangkat 
lunak, untuk mengelola ekspektasi 
terhadap inisiatif digital.

6
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Penting untuk merancang strategi 
“future proof” yang memastikan 
teknologi yang diterapkan akan 
mendukung kebutuhan di masa 
depan

Model operasi termasuk 
dukungan administratif, 
penanaman pola pikir dan 
budaya teknologi disruptif, 
hingga model operasi yang 
mendukung teknologi.

Beragam inisiatif misalnya, 
manajemen data, analisis 
data, manajemen kasus, 
peningkatan proses internal, 
dan peningkatan titik kontak 
wajib pajak

Global good practice adalah 
menggunakan hasil dan 
pembelajaran aktual untuk 
mengambil keputusan guna 
perencanaan lebih lanjut

7

Desain inisiatif

Mengelola 

tenaga kerja

Desain 

intervensi

Mitigasi Risiko 

Digitalisasi 

Administrasi 

Pajak

Strategi dan 

kapabilitas

Model operasi 

yang 

memungkinkan

Pelajari dan 

pertahankan

Mengelola hasil

1

2

3

45

6

7

Sumber: ADB (2022)

Risiko dan Mitigasi Digitalisasi Administrasi Pajak



Mengukur Dampak Digitalisasi Administrasi Pajak (ADB, 2022)

Mengevaluasi Keberhasilan Digitalisasi Administrasi Pajak

Sumber: ADB (2022)

Measuring 
Impact 

Tax revenue 
generation

Compliance 
rates

Tax gap
Taxpayer 

function speed 
and efficiency

Resolution of tax 
cases, disputes, 

and assessments

Exchange of 
information and 
international tax

Measures of 
taxpayer 

satisfaction

Tax administrations as 
the connector between 

taxpayer and 
government programs

Efektivitas
Efisiensi dan 
Kecepatan

Fungsi Lainnya

Tax administration 
data reservoir as the 
government;s data 

warehouse

Indikator

Sub Indikator

An impact assessment of a digitally transformed tax administration should add 
additional measures to capture the enhanced objectives of the tax administration 
of the future (ADB, 2022)



Mengevaluasi Administrasi Pajak dengan TADAT

Accountability 
      and 

          Transparency 

Effective 
Revenue 

Management

Supporting
Voluntary

Compliance

Effective Risk 
Management

Integrity of the 
Registered 

Taxpayer Base

Performance 
Outcome

Areas

Tax Administration Diagnostic Assessment Tool

Untuk tujuan monitoring 
& evaluating, IMF telah 
mengembangkan Tax 
Administration Diagnostic 
Assessment (TADAT)

TADAT dapat membantu 
mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan 
dalam sistem dan proses 
administrasi perpajakan 
dibandingkan dengan 
praktik dan tolok ukur 
internasional yang baik.

Sumber: TADAT (n.d.)

Mengevaluasi Keberhasilan Digitalisasi Administrasi Pajak
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Timely Filing 
of Tax

Declarations

Accurate 
Reporting in 
Declarations

Effective Tax 
Dispute 

Resolution

Timely 
Payment 
of Taxes



OECD/IMF on Tax 
Certainty (2017)

• Kian pentingnya faktor kepastian dalam sistem pajak sebagai 
instrumen yang mendorong perdagangan, pertumbuhan 
ekonomi, dan investasi. Khususnya di tengah dinamika sistem 
pajak global yang kerap mengalami perubahan.

• Tax certainty sama-sama memiliki peran yang penting baik dari 
sisi pelaku usaha maupun otoritas pajak

• Sumber ketidakpastian di sektor pajak umumnya berkaitan 
dengan ketidakpastian atas beban pajak efektif yang akan 
ditanggung, sulitnya restitusi (semisal atas WHT dan PPN), 
sengketa yang berlarut-larut, dan sebagainya

OECD (2019) OECD (2022)

• Dewasa ini, strategi meningkatkan kepatuhan sukarela 
menjadi agenda penting di berbagai negara. Salah satu 
caranya melalui peningkatkan tax morale.

• Bagi wajib pajak badan, tax morale dipengaruhi oleh 
kepastian dalam sistem pajak. Kian rendah kepastian dalam 
sistem pajak, akan berpengaruh bagi rendahnya partisipasi 
dan kepatuhan wajib pajak badan

• Tax certainty sangat berpengaruh bagi keputusan bisnis, 
khususnya di negara berkembang.

Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

Apa Selanjutnya?

OECD/IMF 2019 Progress 
Report on Tax Certainty
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Ketentuan yang
rumit dan
kompleks

Hukum didesain
secara kurang

jelas

Perubahan yang
kerap terjadi atas

sistem pajak

Ketidakpastian
dalam

memperoleh
restitusi WHT dan

PPN

Hukum pajak
bersifat retroaktif

Kurangnya
pembatasan

dalam pengenaan
pajak
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Birokrasi untuk
patuh termasuk

kewajiban
dokumentasi

Perlakuan pajak
dari otoritas yang

sulit diprediksi dan
tidak konsisten

Tidak bisa
memperoleh

kepastian di awal
terkait pajak

melalui ruling atau
mekanisme sejenis

Insentif bagi
otoritas tidak

sejalan dengan
perlakuan pajak

yang adil

Korupsi dalam
sistem pajak

Hubungan dengan
otoritas yang
kurang baik

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017) Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Desain 
Kebijakan dan Hukum Pajak

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari 
Administrasi Pajak

Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

Apa Selanjutnya?
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Interpretasi

antarotoritas atas

standar pajak yang

berbeda dan tidak

konsisten

Hukum pajak tidak

sejalan dengan

perkembangan model

bisnis

Minimnya ahli pajak

internasional dalam

otoritas pajak

Minimnya

pemahaman atas

model bisnis

internasional

Adanya pertentangan

antara standar

internasional dan

penggunaannya

Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017) Sumber: OECD/IMF on Tax Certainty (2017)

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari 
Penyelesaian Sengketa Pajak

Sumber Ketidakpastian yang Berasal dari Isu Pajak 
Internasional Tertentu

Mendorong Kepastian dalam Sistem Pajak

Apa Selanjutnya?



Paradigma Relaksasi-Partisipasi dan PSIAP

Apa Selanjutnya?

Darussalam, “Strategi Baru Pajak”, Kompas, 30 November 2019

Relaksasi, Pelayanan, dan Kepastian

Partisipasi dalam 
menggerakkan 
perekonomian

Transparansi Kepatuhan Pajak
Kontribusi dalam 

Pembayaran Pajak

Dipertukarkan dengan …

Core Tax Administration System

Behavioral-based 
policy

Pemberian fasilitas 
yang tepat sasaran

Layanan publik 
berbasis kepatuhan

Proyeksi dan 
pemetaan dampak 



Terobosan Tax Refund Policy dengan Digitalisasi 
Administrasi Pajak 

Apa Selanjutnya?

• Kurangnya integrasi menyebabkan inefisiensi, biaya tambahan 
serta risiko keuangan bagi pemerintah dan masyarakat.

− Dengan integrasi, pengembalian pajak dapat disesuaikan dan 
seimbang dari sudut pandang warga negara dan bisnis.

Terobosoan 
Tax Refund

Efisiensi biaya  
pengembalian pajak 

dengan integrasi 
perpajakan

Pengurangan waktu 
tunggu pengembalian 

pajak dengan 
perkembangan e-

Invoicing

Mencegah penipuan 
pengembalian pajak 

dengan data analytics

• Ketersediaan data faktur digital berkualitas tinggi 
memungkinkan administrasi perpajakan untuk berinovasi 
dalam menawarkan layanan kepada wajib pajak.

− Sebagian besar pengembangan e-faktur di masa depan 
berkaitan dengan proses PPN, salah satunya terkait 
pengurangan waktu tunggu pengembalian PPN (59%).

• Algoritma untuk terus menganalisis data dan 
menginformasikan pengambilan keputusan pada titik-titik 
penting.

− Penerapan data-analytics dapat membantu pemeriksa 
pajak denganpenipuan seperti pengajuan klaim 
pengembalian PPN untuk bukan penduduk

Sumber: OECD (2020), 
OECD (2022), & ADB (2022)



Cooperative 
compliance program

Implementasi Tax Control Framework

Apa Selanjutnya?

Tren Global

Perubahan paradigma 
kepatuhan yang tidak lagi 

berbasis enforcement

Tax control framework (TCF) sebagai 
instrumen utama yang menjamin 

cooperative compliance

Tren penerapan TCF yang kian 
meluas di berbagai negara yang 

tersebar di seluruh kawasan 

Manfaat

TCF menjamin iklim perpajakan 
yang sehat dan bermanfaat bagi 

para pemangku kepentingan

Ex-ante approach

Bagi otoritas 
pajak

Bagi 
wajib pajak

• Memberi kepastian 
sejak awal

• Mengurangi risiko 
pajak

• Adanya informasi 
yang valid tentang 
tata kelola pajak

• Efisiensi proses bisnis

TCF menjamin terwujudnya kepatuhan sukarela

Mekanisme

1 Program bersifat sukarela yang ditujukan bagi 
wajib pajak tertentu

2 Penekanan TCF pada tata kelola perpajakan

3 Wajib pajak yang berhak mengikuti program 
akan mendokumentasikan TCF yang umumnya 
mengikuti 6 essential building blocks OECD

4 Wajib pajak harus mengisi form/checklist yang 
dipersyaratkan otoritas dengan dukungan 
dokumentasi

5 Dokumentasi TCF harus direview oleh External 
Reviewer

6 Penilaian TCF oleh otoritas dituangkan dalam 
bentuk scoring criteria

7 Wajib pajak dengan skor tertentu berhak 
mendapatkan suatu manfaat yang berkaitan 
dengan kepastian pajak



Implementasi Tax Control Framework dan PSIAP

Apa Selanjutnya?

Integrasi Enterprise Resource Planning 
(ERP) dengan software perpajakan

Software khusus untuk TCF

Integrasi data perpajakan dengan DJP

Wajib Pajak

Optimalisasi PSIAP dengan menambahkan 
fitur penyampaian dan monitoring TCF

Perluasan kewajiban XBRL sebagai fitur 
efektivitas TCF

Perluasan integrasi data perpajakan  
sebagai fitur efektivitas TCF (real-time 
working)

Bekerjasama dengan penyedia software 
TCF pihak ketiga layaknya skema PJAP

DJP

Wajib Pajak

DJPKonsultan Pajak

Taxpayer Account 
Management (TAM)

Informasi data prepopulasi kewajiban pajak dalam 
Taxpayer Account Management (TAM) dan 

informasi keuangan dalam Enterprise Resource 
Planning (ERP) dapat diintegrasikan untuk 

menjadi basis data otomasi TCF dan monitor 
secara real-time
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